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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 152 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI

PAMONG BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28
ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan, maka perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Pamong Belajar;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara;

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P tahun 2009 mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor
54/P Tahun 2014;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010
tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka
Kreditnya;

7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/III/PB
Tahun 2011 dan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan
Angka Kreditnya;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN
KOMPETENSI PAMONG BELAJAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan
kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan
model Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada Unit Pelaksana
Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan satuan PNFI.

2. Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyai
ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan
kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan
model Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada Unit Pelaksana
Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan satuan PNFI
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh
Pegawai Negeri Sipil.

3. Standar kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang
harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah
dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

4. Standar kompetensi adalah seperangkat kemampuan yang meliputi
pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dikuasai dan dimiliki
seseorang dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan
tanggung jawab pekerjaan dan/atau jabatan yang disandangnya.

5. Pendidikan dan pelatihan fungsional pamong belajar merupakan diklat
dalam jabatan yang dilaksanakan untuk mengembangkan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pamong Belajar agar dapat
melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan sebaik-
baiknya.

6. Kompetensi pedagogi adalah kemampuan mengelola pembelajaran
peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik,
perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan
pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai
potensi yang dimilikinya.

7. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap,
stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik,
dan berakhlak mulia.
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8. Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari
masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan
peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali
peserta didik, dan masyarakat sekitar.

9. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi
pembelajaran, pengkajian program dan pengembangan model
pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal

Pasal 2

(1) Standar kualifikasi akademik pamong belajar digunakan sebagai
pedoman dalam menentukan kelayakan penugasan pamong belajar.

(2) Kualifikasi akademik pamong belajar minimum sarjana (S-1) pendidikan
atau diploma empat (D-IV) dan memiliki sertifikat pendidik dari
perguruan tinggi yang terakreditasi.

(3) Kelayakan penugasan pamong belajar selain dimaksud pada ayat (1)
juga harus lulus pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional pamong
belajar.

Pasal 3

(1) Standar kompetensi pamong belajar digunakan sebagai pedoman
penilaian kemampuan pamong belajar sebagai agen pembelajaran.

(2) Standar kompetensi pamong belajar dimaksud pada ayat (1) meliputi
kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan professional.

(3) Standar kompetensi pamong belajar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) mencakup rumusan kompetensi dan sub kompetensi sebagaimana
tercantum pada lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Oktober 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN


